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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NGMOR: STAHUN 2007

TENTANG

BAPAN PEDMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATE SANGGAU

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraluran Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentany Desa, di desa perlu dibentuk Badan
Permusyawaratan Desa

b. bahwa dalam rangka membentuk Badan Permusyawaratan Desa
sebagai mitra kerja Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sanguau.

i. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1! di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talun 1253 Nomeor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonenia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republis Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik indonesia Nomar 18§20);

(B

Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor &5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) :ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3390);

L2

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilithan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daecrah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 0Daerah
{(Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4277),

4. Undang, ..



10.

13,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara Repubfik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-TIndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telab diubah dengan Peraturan Pemenintah Pengggant:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas
Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daeralt (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Talun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimhangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah {(Lembaran Negara
Republiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan [.embaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Republik Indoncsia Nomor 25 Taihun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Ctonom (Lembaran Negara Republik Indenesia Talwun 2000
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor
3952);

Peraturan Pemermtah Republih Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Tesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4857},

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyclenggaraan
Pemerintuh Daerab (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/
Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |5 Tahun 2006 Tentang

Jenis dan Bentuk Produk Mukum Daerah,

. Peratuvar. Menteri Datam Negert Nomor (6 Fahup 2006 Tentang

Prosedur Penvusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah, Penganggaran dan
Pertangzeungjawaban, Penggunaan Belanja Operasionat Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerab serta Tata Cara Perngemoalian
Tunjanean Komunikasi intensil dan Dana Operasional,

[4. Peraturan..
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= 14. Peratura»  Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daeral Otonom
(Lembaran Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2000
langgal 25 September 2000 Seri 1);

I5. Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan  Keuangan Dacrah (l.embaran Daerah Kabupaten
Sanggau Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 2. Juni 2004 Seri A Nomor

2).

Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAL

MEMUTUSKANMN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BABGAN

PERMUSYAWARATAN DESA

BAB |

WETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a.

Pemerintah Pusat, sclanjutnya disebut Pemerimah adalah Presiden Republik Indenesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Megara Republik Indonesia.

Pemerintahan  Daerah adels!t penyelengoaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut zsas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur peryelenggara
pemerintahan daerah;

Daerab adalah Kabupaten Sanggau,
Bupati adafah Bupati Sanggau .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disebut DPRD adalak lembaga
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sanggau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah,

Keeamatan adalah wilayah kerja Camat sebagar perangkat dacrah;

Camat adalah Kepala Perangkat Dacraly di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Sanggau;

1 Desa
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i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bavas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdaarkan
asal - usul dan adat istiadat sctempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintah
Negara Kesatuan Repubilk Indonesia;

J- Pemerintain Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa;

k. Pemerintahan Desa adalah penyelanggaran urusan pemecrintahan oleh pemerintah Desa dan
Badan pemusawaratan Desa dalam  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat sctempat yang diakui dan dihormati
dalam sistim pemerintahan Negara Republik Indonesia;

¥ . Badan Pemusyawaratan Deen, selanjutnya  di singkat BPD, adalah lembaga yang
merupakan perujudan demokrasi  dalam penyelanggaran pemerintah desa sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan deua;

m. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa

l dalam memberdayakan masyarakat,
? n. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau
» untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten Sanggau;

0. Anggaran Pendapatan dan Eclanja Desa sclanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetuju bersama oleh Pemerintah
Desa dan BFD, vang ditctapkan dengan Peraturan Desa;

p. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat olch BPD bersama
L Kepala Dusy;

q. Panitia Pemiliban adalah Panitia Pemilihan Anggota BPD yang bertugas melakukan
! penjaringan dan penyaringan serta memfasilitasi musyawarah pemilihan anggota BPD.

BADB Il
KEDUDUKAN, FUNGS! DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) DiDesa dibentuk BPD sebagai wujud pelaksanaan demokrast berdasarkan Pancasila

(2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa

Pasal 3

(1) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2) Untuk menjalankan fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD mempunyai
wewenang,

membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanan Peraturan Desa dan Peraturan Kepaia
Desa;

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

d. membentuk...

41



d. membentuk Panitia Pemilithan Kepala Desa,

e. menggali, - menampung, menghimpun, merumuskan dan  menyalurkae  aspirasi
masyarakat;

f. menyusun Tata Terlib BPD: dan
g. membahas APB Desa bersaima Kepala Desa.

BAB HI
KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1} Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan
wilayah yang ditetapkan dengar cara musyawarah dan mufakat,

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dan Ketua Rukun Warga,
Rukun Tetangpa, pemangku adai. golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka
masyarakat lainnya.

Pasal S
(1) Jumiah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan
paling banyak 11 (sebelas) orang;

(2) Jumlah keanggotaan BPD ditentukan berdasarkan jumiah penduduk Desa yang bersangkutan
dengan ketentuan :

a. jumlah nenduduk sampai dengan 2.000 jiwa sebanyak $ orang anggota;

b. jumlali penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 orang anggota;
¢. jumlah penduduk 3.5001 jiwa sampai dengan 4.500 jiwa sebanyak 9 orang anggota;
d

. jumlah penduduk lebih dari 4.500 jiwa 11 orang anggota.

BAB IV
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 6

(1) Anggota BPD adalah wakil dan penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan
wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdin dari Ketua Rukun Warga, Ketua
Rukun Tetangga, Pemaagku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat
lainnya;

(3) Syarat fain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalab:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berpendidikan sekurang-kirangnya tamat Sekolah Dasar atau sederajat,
¢ berumur...
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c. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

d. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu
Keluarga yang bersangkutan,

e. berdomisili/bertempat tinggal di desa setempat,
f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling
singkat S (lima) tahun;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana;

1. bersedia dicalonkan.

BAB Y
PEMILIHAN ANGGOTA BPD
Bagian Kesatu
Asas Pemilihan

o Pasal 7

Pemilihan angoota BPD dilaksanakan dengan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat.

.

Bagian Kedua

Proses Pemifihan

Pasal 8

(1) Kepala Desa memfasilitasi musyawarah pembentukan BPD untuk pertama kali.

(2) Musyawarah sebagaimana dinwksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Ketua
Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat
serta undangan lairnya;

(3) Calon arggota BPD dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.

{4) Pemilihan anggota BPD pertama kali dilaksanakan oleh dan dari anggota musyawarah yang
hadir dengan komposisi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ;

(5) Angpota BED yang terpilih dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditanda tangani
oleh pimpinan musyawarah, yang diketahui Kepala Desa dan Camat,

(6) Berita acara beserla daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Bupati melalui
Camat untuk mendapatkan penetapan;

(7) Anggota BPD yang terpilih ditctapkan dengan Keputusan Bupat

‘W—::— ——

1 Pasal
43

W——



T——

L Pasal 9

(1) Kepala Desa wajib memberitabukan kepada BPD mengenai akan berakhirnya masa jabatan
anggota BPD secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir,

(2) Kepala Desa memulai proses pembentukan panitia pemilihan anggota BPD, paling lama 3
(tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.

Pasal 10

(1) Dalam hal BPD sudah terbentuk, maka untuk memperlancar pemilihan anggota BPD,
dibentuk Panitia Pemilihan Angeota BPD.

(2) Panitia Pemilihan Anggota BPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bersifat
independen.

(3) Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD dilakukan melfalui musyawarzah dan mufakat
yang dikadini oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur perwakilan masyarakat dan
undangan lainnya,

(4) Panitia Pemitthan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan
Keputusan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan’ kepada
BPD;

(5) Susunan Panitia Pemilihan Anggota BPD terdiri dari:

2

secorang Ketua merangkap anggota,

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
¢. seorang Sekretaris merangkap anggota;

d. anggoetz-anggota.

(6) Anggota Pcnitia Pemilihan Anggota BPD tidak dapat mengajukan diri atau diajukan sebagat
Bakal Caicn Anggota BPD

Pasal 11

Tugas Panitiz Pemiliban Anggota $3PD adalah .
a, menetapkan tata tertib pemilihan;

b. membuat dan mengajukan rincian biaya dan kebutuhan pemilihan anggota BPD kepada
Kepala Desa,

c. menentukan komposisi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5;
d. menyerap aspirasi masyarakat mengenai bakal calon anggota BPD;

e. melakukan penyaringan dengan melakukan pemeriksaan berkas administrasi bakal calon
berdasarkan persyaratan yang tclah ditentukan,

menetapkan nama-nama calon anggota BPD;

mengumumkan nama-nama calon anggota BPD;

= @ ™

menetapkan calon anggota BPD terpilih,

—

mengajukan pengesahan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat

j. membuat faporan tentang pelaksanaan pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal



fasal 12

(1) Panitia Pemilihan Anggota BPD tidak diperkenankan menjad calor anggota BPL.

(2) Anggota Panitia Pemilihan yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD harus
mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Pasal 13
(1) Panitia Pemilihan Anggota BPID mengumumkan kepada seluruh warga masyaraka! mengenat
pelaksanaan pemilihan bakal calon anggota BPD
(2) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. persyaratan bakal calon anggota BPD
b. batas waktu pendafiaran

c. tempat pendaftaran

Pasal 14

1) Pengajuar bakal calon anggota BPD disampaikan oleh warga masyarakat baik secara
J 5 ! g Y
perseorangan maupun secara kelembagaan,

(2) Berkas pendaftaran bakal caton dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
a. photo copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
b. salinan/photo copy ljazah yang dimiliki dan dilegalisic oleh Pejabat yang berwenang,

c. bagi Pegawai Negeri wajib melampirkan surat ijin dari atasan atau pcjabat yang
berwenang;

d. pas poto terakhir yang jumtah dan ukurannya ditentukan oleh Pamtia Pemilihan;
e. surat keterangan sehat;
f. surat keterangan berkelakuan baik.

(3) Pendaitaran calon anggota BPD tidak dipungut biaya apapun.

Pasal 15

(1) Jumlah bakal calon anggota BPD hasil penjaringan sckurang-kurangnya sama dengan jumtah
komposisi keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditambah sebanyak 3
(t1ga) orang.

(2) Apabiia sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari jumlah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penjaringan diperpanjang 6 (enam) hari.

(3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak terpenuhi maka pemilihan tetap dilaksanakan

(4) Apabila jumlah calon yang mendaftar kurang dan tormasi anggota BPD gcebagaimana

dimaksud pada pasal 5, maka kekurangan formasi calon anggota BPD ditetapkan melalut

musyawarah Panitia Pemilihan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai calon arggota
BPD,

Pasal



Pasal 16

(1) Panitia Pemilihan Anggota BPD melakukan penyaringan dengan melakukan pemeriksaan
berkas administrasi bakal calon berdasarkan persyaratan vang telah ditentukan

(2) berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan calon anggota
BPD melalui musyawarah mufakat;

(3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka
penetapan Calon anggota BPD dilaksanakan dengan mekanisme voting;

(4) Penetapan calon anggota BPD discrtai dengan berita acara dan diumumkan kepada
masyarakat.

(5) Pengaduan adanya keberatan tcrhadap calon yang ditetapkan disampaikan kepada Panitia
Pemilihan anggota BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penetapan calon diumumkan.

Bagian Kedua
Mausyawarah Pemilihan Anggota BPD

Pasat 17

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diumumkan kepada masyarakat, Panitia Pemilihan
melakukan musyawaral: untuk menetapkan anggota BPD terpilib;

(2) Selain Pamitia Pemilthan dalam musyawarah pemilihan anggota BPD juga dihadint oleh
Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka
agama dait iokoh masyarakat lairnya yang tidak terdaflar sebagai calon anggota BPD

(3) Dalam musyawarah pemilihan anggota BPD, calon angpeta BPD yang akan dipilih
merupakan calon anggota BPD yang telab diumumkan oleh Panitia iPemilihan sebagaimana
dimalksud pada pasal 15 ayat (4},

(4) Jumlah calon anggota BPD vang akan dipilih tidak diperkenankan untuk ditambah atau
dikurang! dalam musyawarah nemilihan anggota BPD sebagaimana yang telah ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan.

(5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka
penetapan Anggota BPD terpilih dilaksanakan dengan mckanisme voting;

(6) Penctapan anggota BPD terpilih disesuaikan dengan komposisi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5.

(7) Penetapan anggota BPD terpilh dimuat dalam berita acara hasil penetapar oleh Panitia
Pemilihan vang diketahui oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 18

(1) Kepala Desa mengusulkan peresmian anggota BPI) terpilih kepada Bupati melatui Camat
dengan melampickan bertta acara pemihihan anggota BPD dan daflar peserta rapat

(2) Peresmian Anggota BPD scbagatmana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Bagian. ..
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= Bagian Keempat
Pengucapan Sumpah/Sanji

Pasal 19

(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara persama-
sama dihadsipan masyarakat dan dipandu oleh Bupati

(2) Susunan kaia-kata sumpah/janyi anggota dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allsh {(Tuhan), saya bersumpalvberjan)i bahwa saya akan memeiubi kewajiban saya
selaku angpota BPD dengan sehaik-baiknya. sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya
akan sclalv taat dalam mengamalkan dan mempertabankan Pancasila sebagal Dasar Negara;
dan bahwa saya akan menegakkan kchidupan Demokrast dan Undang-Undang Dasar 1945
serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusimya yang
berlaku bagi Desa, Dacrah dan Megara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI
PIMPINAN BPD

Pasal 20

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan | (satu)
orang Sekretans.

(2) Pimpinan BPD scbagaimana dimaksud pada avat (1), dipilih dart dan oleh anggota BPD
secara langsung dalam Rapat RPD yang diadakan secara kbusus.

(3) Rapat pemiliban pimpinan BPD pertama kaly dipimpin oleh anggola tertua dan dibantu oleh
anggota termuda.

BADB VH
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban
Pasal 21
BPD mempunvai hak ;

a. meminta keterangar kepada iPemesintah Desa,

b. menyatskan pendapat.

Pasatl 22

(1) Anggota BPD mempunyai hak
a. mengajukan Rancangan Paraturan Desa;

b. mengajukan .
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mengajukan pertanyaan;
menyampaikan usul dan pendapat;
memilik dan dipilih; dan

memperoleh tunjangan.

(2} Anggota BPD mempunyai kewajiban

a.

® ™o o

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan,

melaksanakan kehidupan Deinokrasi dalam peayelenggaraan Pemerintahan Desa;

mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
memproses pemtlihan Kepala Desa;
mendahulukan kepentingan wmum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setenipat; dan
menjaga norma etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan
Bagian Kedua
Larangan

Pasal 23

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa
dan Perangkat desa.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

sebagsi pelaksana proyek Desa,

mesugikan  kepentingan umum, meresahkan  sckelompok  masyarakat, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

melakukan Korupst, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa darni
pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya,

menyalahgunakan wewenang; dan

melanggar sumpah/janji jalatan.

BAB VIII
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat
diangkat/diusulkan kembali untuk ! {satu) kali masa jabatan berikutnya;

Pasal...
48



= Pasal 25

Anggota BPD berhenti atau diberheatikan karena:

a.

f o o

F R ™0

(1)
2)

()

(1)
(2)
(3)

(1)

berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
meninggal dunia;
atas perminiaan sendiri,

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-
turut selama 6 (enam) bulan;

tidak lagi memenuhi syarat sebagat anggota BPD;
dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan;

tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD:
melanggar larangan bagi anggota BPD,

sedang menjalant hukuman pidana;

diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
Pasal 26

Pemberhentian anggota BPD diusulkan olch Ketua BPD kepada Bupati melaluj Camat
setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Desa.

Pembcrhentian Ketua BPD diusulkan olel: pimpinan BPD lainnya kepada Bupati melalul
Camat setelah mendapat pertimbangan dart Kepala Desa.

Anggota atau pimpinan BPD yang diberhentikan harus mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah
anggota BPD

Pasal 27

Pimpinan atau anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan setelum berakhir masa
jabatannya diadakan pergantian antar waktu

Jika Pimpinan BPY berheati atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada avat (1), maka
Pimpinan BPD dipilih dan diangkat dari anggota BPD sampal masa jabatannya berakhir;

Dalam hal pimpinan atau anggota BPD berhentl, pengganti antar waktu ditentukan melalut
rapat BPD.

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan,
BPD melaksanakan musyawarah untuk pemilihan pengganti antar waktu pimpinan dan
anggotz BPD

Pasal 28

(1) Penentuau calon anggota BPD pengganti antar waktu, diprioritaskan dan calon anggata BPD

yang telan ditetapkan oleh Panitia Pemilthan sebagaimana dimaksud pada pasal !5 ayat (1).

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dumaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka calon

penggantt antar waktu ditetapkan dalam musyawarah BPD dengan memperhatikan syarat-
syarat sebagai calon anggota BPD.

Pasal...
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Pasal 29

(3) Pengesahan pimpinan dan anggota BPD pengganti antar waktu diusulkan oleh Ketua BPD
kepada Bupati melalu} Camat setclah medapat pertimbangan dari Kepala Desa.

(4) Pelantikan pengganti antar waktu dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Bupati,

Pasal 30

(1} Pimpinan atau anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan dar BPD
kepada Bupati melalui Camat, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara paling iama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pimpinan atau anggota BPD diberhentikan oich Bupati tanpa melalut asulan dari BPD
apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
putusan pairgadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

(1) Pimpinan atau anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada
pasal 30 ayat (1), setelah melalut proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama
30 (tiga pulub) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan , Bupati harus merehabilitasi
dan/atau mengaktifkan kembali pimpinan atau anggota BPD yang .bersangkutan sampati
dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila pimpinan atau anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi yang bersangkutan.

BADB X
TINDAKAN PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pimpinan dan anggota BPD yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan
pemeriksaan dan penyidikan.

(2) Pemeriksaan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan hukumn dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB
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BAB X
TATA TERTIB BPD
Bagian Kesatu
Alat Kelengkapan BPD

Pasal 33

(1) Dalam miclaksanakan tugasnya. BPD dibantu oieh Sckretariat BPD:;
(2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD;
(3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD;

Bagian Kedua
Rapat BPD

Pasal 34

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD

(2) Rapat BPD scbagaimana dimaksud pada ayal (1) dinvatakan sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya % (satu per dua) dari jumlah Ancgota BPTD, dan keputusan ditetapkan
berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya /3
(dua per tiga) dari jJumlah Anggota BPD;

(4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mengenai:
a. usulan pemberhentian Kepata Desa maupun angeota BPD;
b, pembahasan APBDes;
¢. pembahasan Raperdes;

5) Pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ¥ (satu per dua
g p i san | ] g any p
ditarrbah 1 (satu) dan jumiah anggota BPI vang hadir:

(6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapt dengan notulen rapat
yang dibuat Sekretaris BPD.

BARXI
KEUANGAN BPD
Pasal 35

(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(2) Tunjangan pimpinan dan Anggota BPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dalam APB Desa.

Pasal...
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- Pasal 36

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang
dikelola oleh Sekretaris BPD.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dictapkan setiap tahun dalam APBDes.

BAB X1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan memonitor pelaksanaan tigas-tugas
Badan Permusyawaratan Desa

BAB NI
KEXTENTUAN PERALITAN
Pasal 38

Kedudukan dan peran [cmbaga Musyawarah Desa (L.MD) didalam penyclenggaraan
pemerintahan desa masth tetap difungsikan sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa

(BPD).

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efcklif selambat-lambatnya dalam waktu !
(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah i,

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka scgala ketentuan yang mengatur maten yang
sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Dacral im dinyatakan tidak berlaku tagi.

Pasal 41

Hal-hal tain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerabh 1ny akan
diatur lebih fanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal
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Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in

dengan menempatkannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di @ Sanggau
Pada tanggal 24 Agustus 2007
BUPATI SANGGAU
TTOD

YANSEN AKUN EFFENDY

Diundaagkan di - Sanggau
Pada Tanggaal - 28 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Drs. F. ANDENG SUSENQ, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2607 NOMOR 5
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PENJEULASAN ATAS
PERATURAN DAERAB KABUPATEN SANGGAU
NOMOR S TAHUN 2007
TENTANG BADAN PERMUSYAWARAN DESA

PEN. TLLASAN UMUM

Desa sesuai dengan pengertian dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang iPemerintahan Daerah adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang,
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyaraikat setempat, berdasarkan asal-usu) dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repubhik Indonesia. Sebagai suatu
kesatvan masyarakat hukum yang mempunyal wewenang tertentu merupakan unit
pemerintahan terdepan yang menyelenggarakan proses pemenntahan dan pembangunan
serta pelayanan dasar kepada masyearakat.

Sebagai umit pemenntaban terdepan tentu saja desa dituntut untuk  dapat
memberikan kontribusi yang positif dalam sistem penyelengparaan Pemerintahan Republik
[ndonesia. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa juga harus mencerminkan
pelaksanaan demokratisast yang mengedcpankan asas transparansi, akuntabilitas dan
pemberdayaan  masyarakat. Oleh  karcna tu  sangat didiperiukan  sebuak lembaga
pemeriniahan scbagat mitra pemerintah desa dalam mewujudkan dimensi terscbut.
Lemoaga tersebut adalall Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotaikan unsur
masyarakat sepertt Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat,
golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. yang terpilih
berdasarkan musyawarah mufakat Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
diharapkan  mampu  memberikan kontribusi  vang sigmfikan bagi percncanaan
pembangunan desa, penentuan kebijakan desa dau menjaga keseimbangan, efesien dan
efektifitas pengounaan keuangan desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak semata-mata merupakan lembaga
pemerintahan desa yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan, melainkan lebih dart
tu merupakan lembaga dalam rangka menggalang partisipast dan  mendorong
pemberdayaan masyarakat. Aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
selain ditampung dan disalurkan, juga dapat diformulasikan sebagai suatu potensi dalam
rangka mendorong percepatan pembangunan di desa. Keberadaan BPD harus mampu

mendorong tingkat partisipasi masyarakat ke arah yang lebih baik serta meningkatkan
kemandirtan masyarakat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 7
Cukup jelas

Pasal 8
Avyat (1)

Kepala Desa melakukan fasilitesi pelaksanaan musyawarah dcsa dengan
mengundang para Ketua Rukun Tetangpa, Rukun Warga, pemangku acut,
golongan profesi, dan tokoh atau pemuka masyarakat laimnya. Kepala Desa tidak
memimpin pelaksanaan musyawarah mctainkar oleh undangan yang hadir,

Ayat (2} 5.d. {7) cukup jelas.

Fasal ©
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Cukup jelas
Pasal if

.—\)‘at ( }_)
Cukup jelas
Avyat (2)

Panitia bersifat independen artinya dalam pelaksanaan tugas-tugas Panitia
Pemilithan Angggota BFD bersikap netral/tidak memihak kepada
kepentingan salah satu calon maupun kepentingan kelompok atau pthax lain.

Avat (3)

Pembentukan Pamtiz Pemilihan Anggota BPD difasilitasi oleh Kepala Desa.
Avat (4)

Cukup jelas
Avyat (5}

Tumlah anggota Panitia Peni:hhan Anggota BPD disesuaikan dengan
ketutuhan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Biaya pelaksanaan pemiiihan anggota BPD dibebankan kepada APB Desa
dan disesuatkan dengan kemampuan keuangan desa.

Hlurufesdj

Cukup jelas
Pusal 12
Ayat (1)
RBag! anggota Panitia Pemilihan yang akan mencaionkan dii menjadi
anggota BPD harus mengundurkan dirt dari keanggotaan Panitia Pemilihan
dengan mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Kepala
Desa mclalui [{etua Panitia Pemilihan.
Pagel 13 s.d 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemilithan pimpinan BPD ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD vang
dilengkapi dengan berita acara pemilihan dan daftar hadir peserta rapat.
Rapat pemilihan pimpinan BPD dikadirnt paling sedikit 2/3 jumiah anggota
BPD.
Pasal 21
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Huruf a

Memnta keterangan kepada Kepala Desa mengenai pelaksanaan

pemerintahan desa yang dilaksanakan rapat-rapat BPD dengan pemerintah
Desa.

Furuf b
Cukup jelas

Pasal 22 s.d 25
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Daiam hal Ketua BPD berhenti, diberhentikan atau berhalangan maka

usulan pemberhentian diusulkan oleh pinipinan BPD lainnya yau Waki)
Ketua BPD atau Sekretaris

Ayat (2) dan (3)
Cukup jelas

Pasal 27 s.d 26
Cukup jelas

Paszl 30
Avat (1)

Pemberhentian sementara oleh Bupati ditetapkan dengan Surat Keputusan
Bupati dengan memperhatikan usulan dari BPD metalut pertimbangan dari
Camat yang dilengkapi dengan surat dar lembaga pengadilan. Surat
Keputusan Bupan tentang pemberhentian sementara dikeluarkan paling
lambat 30 hari selelah usulan diterima untuk memudahkarn proses peradilan.

Ayat (2)
Surat Keputusan tentang pemberhentikan anggota atau pimpinan BPD
dikeluarkan paling lambat 30 han dan dipihih kembaly anggota BPD yang
baru dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Pasai 31 s.d 42
Cukup jelas
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